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Hak Kekayaan Intelekual (HKI) sedang menjadi sorotan dimana bahan 
kajian ini mendapat perhatian dari berbagai pihak baik nasional maupun 
internasional. Hak Kekayaan Intelekual (HKI) tidak semata-mata terkait dengan 
hukum, tetapi terkait erat dengan perdagangan dan menjadi dasar bagi upaya 
untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Umumnya. 
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk Mengkaji penyelesaian sengketa Brand 
I Am Geprek Bensu dalam perspektif perlindungan hak merek. (2) Untuk 
Mengkaji akibat hukum bagi kedua belah pihak dari Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan metode penelitian hukum 
normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder, dan metodenya terdiri dari pengumpulan artikel dan data penelitian 
kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang 
dianalisis normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa brand I am 
geprek bensu tak terlepas dari peran serta lembaga-lembaga yang berkewenangan 
menanganinya. Berdasar hukum perlindungan merek yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek berbunyi Merek merupakan salah 
satu wujud karya intelektual seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang 
Merek di Indonesia. Berdasarkan undang-undang diatas menjadi pemicu 
dilayangkanya gugatan ruben onsu ke pengadilan negeri. Sayangnya gugatan itu 
ditolak dan malah mengabulkan rekonsepsi dari benny soedjono. Itu menjadi 
evaluasi untuk ruben onsu dan siapapun yang membaca penelitian ini ke depan 
agar lebih berhati-hati dalam memilih nama dalam berusaha. Supaya kedepan 
tidak terjadi kasus yang sama, kurang memahami kronologis kejadian di awal 
bagaimana nama itu bisa muncul.  
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, profesional dan semua pihak yang 
membutuhkan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 












Yudonegoro, Sebastian. Brand Dispute Settlement I Am Geprek Bensu in the 
Perspective of Protection of Brand Rights. Skripsi. Tegal: Law Study Program, 
Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2021. 
 
Intellectual Property Rights (IPR) is in the spotlight where this study 
material has received attention from various parties, both nationally and 
internationally. Intellectual Property Rights (IPR) are not solely related to law, 
but are closely related to trade and become the basis for efforts to improve the 
welfare of society in general. This study aims: (1) To examine the dispute 
resolution of Brand I Am Geprek Bensu in the perspective of protecting brand 
rights. (2) To examine the legal consequences for both parties of the Decision of 
the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 575 K/Pdt.Sus-
HKI/2020. The type of research used is library research with normative legal 
research methods. The main data source used in this study is secondary data, and 
the method consists of collecting articles and research data from the library. The 
data analysis method used is a qualitative method which is analyzed qualitatively 
normatively. 
The results of this study indicate that the dispute resolution of the I am 
geprek bensu brand cannot be separated from the participation of the institutions 
authorized to handle it. Based on the trademark protection law regulated in Law 
Number 20 of 2016 concerning Marks, it reads that a trademark is a form of 
intellectual work of a person protected by the Trademark Law in Indonesia. Based 
on the above law, it became the trigger for the filing of Ruben Onsu's lawsuit to 
the district court. Unfortunately, the lawsuit was rejected and instead granted 
Benny Soedjono's reconception. It becomes an evaluation for Ruben Onsu and 
anyone who reads this research in the future to be more careful in choosing a 
name in business. So that in the future there will be no similar cases, lack of 
understanding of the chronology of events at the beginning of how the name could 
appear. 
 Based on the results of this research, it is hoped that it can be 
information and input for students, academics, professionals and all parties who 
need the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Hak Kekayaan Intelekual singkatnya HKI sedang tersorot dimana 
kajian ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak baik internasional 
maupun nasoional. Hak Kekayaan Intelekual singkatnya HKI tidak terkait 
dengan hukum saja, tetapi terkait erat dengan perdagangan dan menjadi dasar 
bagi upaya untuk Mensejahterahkan Masyarakat Pada Umumnya. HKI timbul 
dari kemampuan intelektual otak manusia.1 Kemampuan ini berkaitan dengan 
benda-benda tak berwujud, untuk melindungi ciptaan, dan karya-karya 
intelektual manusia yang dihasilkan dari olah pikir manusia. Karya buatan 
manusia seperti halnya merek, Karena merek sangat penting dalam dunia 
kewirausahaan terutama dalam hal memasarkan suatu produk, para peminat 
sering kali mengait-ngaitkan merek dengan kualitas barang dan jasa. 
Era globalisasi saat ini banyak kegiatan usaha yang menimbulkan 
peluang bisnis sekaligus tantangan bisnis bagi pengusaha. Di lain sisi, hal ini 
sebagai pemicu persaingan bisnis yang semakin rumit antara pebisnis yang ada. 
Fenomena persaingan inilah yang memicu para pengusaha untuk selalu 
mengembangkan usahanya. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu aturan 
yang bisa menjamin perlindungan dengan kepastian hukum khususnya di 
                                                     





bidang merek dagang2, saat ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga dapat 
melindungi seluruh pelaku wirausaha terlebih di Indonesia dan memberikan 
keadilan. Karena untuk Membangun dan mengembangkan merek dagang dan 
merek jasa untuk menjadi terkenal merupakan usaha yang tidak murah dan 
membutuhkan waktu yang tidak sebentar.3 
Pendaftaran merek sangat diperlukan bertujuan memperoleh hak atas 
merek suatu produk berupa sertifikat merek dan tidak dapat digunakan orang 
lain untuk merek yang sejenis. Pendaftaran dikatakan diperlukan untuk 
memberikan rasa aman terhadap suatu produk, karena nantinya pedagang 
memiliki sebuah peluang untuk melakukan sengketa dengan siapapun.4 Tanpa 
pendaftaran merek suatu perusahaan nantinya para kompetitor dapat 
menggunakan merek yang serupa untuk mengembangkan produk buatanya 
sehingga berdampak pada pemasukan perusahaan, selain itu nantinya dapat 
merusak nama perusahaan jika kualitas produk kompetitor semakin turun, 
apalagi jika perusahaan memiliki merek yang sudah booming.5 
Salah satu produk makanan yang digemari di Indonesia adalah ayam 
goreng, masyarakat sudah sangat familiar dengan olahan ayam ini dari ayam 
goreng terigu, ayam gepuk, ayam geprek, dan sebagainya. Menjamurnya gerai 
                                                     
       2Badan Pembinaan Hukum nasional kementerian hokum dan hak asasi manusia, Naskah 
akademik RUU tentang Hak Kekayaan Industri 
https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hakkkekayaan_industri. 
pdf, akses pada 11 Januari  2021 pada pukul  08.00 WIB. 
       3Tommy Hendra Purwaka (ed), perlindungan merek, jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia 
2017, hlm 4. 
       4 Eddie Praptono dan Soesi Idayanti, Hukum Perusahaan, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, 
hlm 3. 
       5Rizki Nabawi, Taufik Nurohman,Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengeketa Merek 




kecil di sekitar dipinggir jalan cara menjualnya dengan harga murah, dan ada 
juga rumah makan yang besar menjual atau mengangkat ide pengembangan 
dari ayam goreng, seperti pengusaha seorang artis yaitu Ruben Onsu yang telah 
dikenal usahanya dengan merek ayam Geprek Bensu. 
Pecinta ayam geprek pasti tidak asing dengan ayam Geprek Bensu, 
merek ini langsung melejit saat dibuka dan sekarang memiliki banyak cabang 
di seluruh indonesia tentunya dengan andil besar karena popularitas si pemilik 
yaitu Ruben Onsu sebagai tokoh figuran Indonesia ternama, tapi dibalik itu 
semua popularitas pemiliknya ternyata menjadi perselisihan merek dengan 
merek lainnya yaitu dengan PT ayam Geprek Benny sudjono yang juga 
membuka usaha dengan ide-ide yang mengangkat olahan ayam geprek yang 
sejenis. 
Sengketa berawal dari Ruben Onsu mengajukan gugatan kepada PT 
Ayam Geprek Benny Sudjono yang menggunakan nama ayam Geprek sejenis.6 
Gugatan itu berkaitan dengan hak atas merek bensu. Yang unik dari sengketa 
yang ada adalah PT Ayam Geprek Benny Sudjono lebih awal ada ketimbang 
ayam Geprek Bensu, sebelum itu Ruben Onsu selaku pengusaha dengan merek 
ayam geprek bensu pernah terlibat perjanjian sebagai brand ambbasador di 
gerai I Am Geprek Bensu.7 Setelah diangkat sebagai brand ambbasador, Ruben 
Onsu membangun bisnis ayam geprek bensu setelah mengambil langka untuk 
mendaftarkan kata bensu sebagai penetapan namanya menuju pengadilan 
                                                     
       6Monalisa, https://style.tribunnews.com/amp/2020/06/12/ terungkap-berawal-dari-usul-adik-
ruben-onsu-3-tahun-lalu-kini-geprek-bensu-gagal-dipertahankan, diakses pada tanggal 11 Januari 
2021 pukul 08.30 WIB 




negeri jakarta selatan, Ruben onsu mengambil langkah untuk mengajukan 
gugatan dengan PT Ayam Geprek Benny Sudjono ke Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat untuk menghapus nama Bensu dari hak merek, Ruben Onsu merasa tidak 
puas dengan hasil dari putusan majelis hakim, Ruben Onsu melangkahkan kaki 
untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Dari hasil majelis Hakim 
Mahkamah Agung yang berkekuatan tetap Ruben Onsu melanggar dakwaan 
primer terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 
dan Indikasi Geografis. 
Sebagai pemilik pertama hak merek sehingga ketika terjadi plagiat 
tentang merek maka timbul sengketa, dalam langkah untuk menemukan solusi 
sengketa dapat mengajukan gugatan litigasi dan non-litigasi.8 Di dalam perkara 
perdata dapat mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran pada isi perikatan 
pada dimana pihak yang satu melakukan perbuatan melawan hukum yang telah 
disepakati bersama.9 
Berdasarkan uraian diatas, Hak merek memiliki peranan penting di 
setiap produk yang di hasilkan oleh pengusaha atau perusahaan. Dalam hal ini 
dapat terlihat ketika produk di pasarkan ke masyarakat memiliki dampak yang 
signifikan, maka penulis akan melakukan penelitian lebih dalam mengenai 
permasalahan tersebut berjudul penyelesaian sengketa merek I am geprek 
bensu dalam perspektif perlindungan merek. 
 
                                                     
       8Chandragita dewi , Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, yogyakarta: cv budi utama, 
2019, hlm  4. 
       9Adi Sulistyono, Mekanisme Penyelesaian Sengketa HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan dasar tadi dimungkinkan untuk merumuskan 
masalah lebih dikaji lagi yaitu: 
1. Bagaimana penyelesaian sengketa merek I Am Geprek Bensu dalam 
perspektif perlindungan merek? 
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari penetapan mahkamah agung 
republik Indonesia nomor 575/k/pdt.sus.hki/2020 ? 
C. Tujuan Penelitian 
Fungsi penelitian yaitu untuk mendapatkan kebenaran.10Berdasarkan 
rumusan masalah yang telah diuraikan penulis ada tujuan. Tujuan peneliti 
tentang: 
1. Untuk Mengkaji penyelesaian sengketa merek I Am Geprek Bensu dalam 
perspektif perlindungan hak merek. 
2. Untuk Mengkaji akibat hukum bagi kedua belah pihak dari Penetapan 
Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. 
D. Manfaat Penelitian 
Untuk memberikan penjelasan tentang kegunaannya bagi beberapa 
pihak, misalnya penulis sendiri bagi suatu lembaga pendidikan.11Manfaat 
penelitian penulis memberikan penjelasan kegunaannya bagi beberapa pihak 
diantaranya: 
 
                                                     
       10Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media 
Grup, 2017, hlm. 20 
       11Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, Depok :PT Raja Grafindo Persada, 




1. Manfaat Teoritis 
Manfaat Teoritis dari hasil penelitian dimaksudkan untuk sumbangan 
refleksi atau memberikan konsep-konsep, teori-teori ilmu dari penelitian 
yang sesuai dengan pengetahuan bagi penulis tentang pengaturan hukum 
untuk menyelesaikan sengketa tentang hak merek dan perlindungan hak 
merek. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan nantinya menjadi informasi untuk 
para akademisi mengenai regulasi hukum hak merek dan ketentuan tentang 
perlindungan hak merek dan terkait penyelesaian sengketa perspektif 
perlindungan merek. 
E. Tinjauan Pustaka 
Dukungan dari penelitian sebelumnya diperlukan untuk melakukan 
penelitian penulis. Untuk memberikan gambaran penulis tentang penelitian ini, 
penulis menjabarkan kajian terkait perlindungan hak merek pada aplikasi 
sebagai berikut: 
1. Skripsi yang disusun oleh taufikur rohman berjudul perlindungan hukum 
hak merek bagi pendaftar pertama di indonesia, universitas syarif 
hidyatullah, jakarta, tahun 2016. Dalam skripsi ini membahas tentang 
penyelesaian sengketa pendaftar merek pertama dari kata KAMPUS dan 
CAMPUS dengan Merek BMKAMPUS dan MMCAMPUS dimana dengan 
menggunakan analisis penetapan Mahkamah Agung nomor 304 K/pdt.sus-




hukum merek secara represif. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian 
penulis adalah membahas tentang hukum perlindungan merek yang di 
plagiat secara represif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah Mengkaji 
akibat hokum untuk kedua belah pihak hasil dari putusan Mahkamah Agung 
Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 sengketa antara Ruben Onsu dengan PT 
Ayam Geprek Benny Sudjono. 
2. Skripsi disusun oleh Dea Eugina berjudul Tinjauan Yuridis Kasus 
Pelanggaran Merek Geprek  Bensu Milik Ruben Samuel Onsu Dengan I Am 
Geprek Bensu Milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono (Analisis Putusan 
Nomor 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 jo. Putusan Nomor 
57/PDT.SUSMEREK/2019/PN NIAGA JKT PST), Universitas Pelita 
Harapan, Tangerang, tahun 2020. Pembahsan ini yaitu suatu pengaturan 
merek terdaftar yang mempunyai pokok seluruhnya dalam undang-undang 
merek serta pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam penjatuhan 
putusan dengan menganalisa Putusan Nomor 575 k/pdt.sus.hki/2020 jo. 
Putusan Nomor 57/pdt.sus merek/2019/pn niaga jkt pst. Persamaan dengan 
penelitian penulis adalah membahas suatu pengaturan pendaftaran merek 
yang memiliki persamaan pokok-pokok merek di kebijakan undang–undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan 
pada penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah berfokus pada 
penyelesaian sengketa hak merek melalui jalur litigasi dan mengkaji 
kepastian hukum yang timbul bagi kedua belah pihak dari penetapan 




3. yang disusun skripsi Andre Wijaya berjudul Penyelesaian Sengketa Dagang 
Dalam Studi Putusan Geprek Bensu Melawan I am Ayam Geprek Bensu, 
Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2020. Dalam skripsi ini 
membahas tentang bentuk dari hasil penyelesain sengketa dagang Hak 
kekayaan Intelektual dan Proses penyelesaian sengketa yang menjurus ke 
ruang lingkup perdata. Persamaan dalam skripsi penulis adalah mengkaji 
proses akhir untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbedaan 
dengan penelitian penulis yaitu mengkaji kepastian hukum yang timbul bagi 
kedua belah pihak dari penetapan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-
HKI/2020. 
F. Metode Penelitian 
Metode ini merupakan tulisan yang mengandung alur pikiran yang 
logis. Cara yang peneliti gunakan untuk menuju tujuan dalam menentukan 
hasil permasalahan yang ada secara mudah untuk dipahami. Dalam 
melaksanakan penelitian ini agar terlaksana optimal, yang digunakan metode 
oleh penulis  yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian akan digunakan oleh penulis adalah menggunakan 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan adalah 
dasar dari data yang ada penelitian ini digolongkan sebagai sekunder. Data 




surat pribadi dan buku-buku.12Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
pustaka karena menggunakan data sekunder berupa bahanpustaka seperti 
buku, literatur, jurnal, serta buku tentang penyelesaian sengketa dan 
perlindungan hak merek. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini nantinya menggunakan Pendekatan Normatif. 
Pendekatan normatif adalah menelaah dari studi dokumen, yaitu 
menggunakan berbagai macam data penelitian sekunder dengan 
menggunakan pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan 
dan pendapat sarjana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus ayam 
geprek bensu dengan PT Ayam Geprek Benny Sudjono terkait kasus 
penggunaan nama merek melalui Penetapan Mahkamah Agung Nomor 575 
K / Pdt.Sus-HKI / 2020. 
3. Bahan Hukum  
Adapun sumber data nantinya menggunakan bahan hukum yang ada 
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut diantaranya: 
a. Bahan hukum primer 
1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan 
indikasi geografis Putusan Mahkamah Agung.  
2) Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 
K/Pdt.Sus-HKI/2020. 
3) Peraturan lain yang pokok-pokok dalam bahasan ini.  
                                                     
       12Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo 




b. Bahan Hukum Sekunder yaitu seperti buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah 
dan dari hasil penelitian sebelumnya terkait penyelesaian perselisihan 
mengenai perlindungan hak Merek bagi pemilik nama Merek. 
c. Bahan Non Hukum dari batasan bahan hukum primer dan sekunder yang 
dianggap untuk digunakan. 
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 
Pengumpulan bahan penelitian dengan teknik kepustakaan pada 
bahan hukum yang terkumpul. Metode Kepustakaan ini didapat melalui 
penelitian kepustakaan yaitu peraturan, buku-buku, dokumen resmi dari 
hasil penelitian sebelumnya.13Penelitian ini menggunakan kepustakaan 
karena informasi dan data yang diperoleh penulis bersumber dari buku-buku 
terkait penelitian, Undang-Undang,dan informasi tambahan yang diperoleh 
secara online melalui internet. 
5. Metode Analisis Bahan Hukum 
Analisis data merupakan persamaan dari mengkaji bahan hukum 
yang nantinya penelitian ini menggunakan analisis hukum kualitatif. Dari 
metode kualitatif ini nantinya akan mendeskripsikan secara berkualitas 
berbentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, terarah, dan efektif sehingga 
memudahkan mengolah bahan hukum.14 Dalam metode ini menggunakan 
logika induktif, kemudian menarik kesimpulan dari permasalahan yang 
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khusus ke yang umum.15 Penelitian menggunakan analisis kualitatif karena 
dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan peraturan perundang-
undangan tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk Perlindungan Hak 
Merek dan Putusan Mahkamah Agung serta bahan hukum yang dapat di 
gunakan. Dimana dari semua data sekunder akan dianalisis dan disusun 
secara sistematis dan digabungkan antara data dengan data lainnya dan 
kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dan 
disusun dalam kesimpulan penelitian ini.  
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Penelitian disusun dengan menggunakan cara sistematis, nantinya 
diperoleh rencana yang lebih jelas untuk memahami masalah yang ada. 
Sistematika hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN, bab yang isinya tentang latar belakang penulisan, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika penelitian. 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, bab ini berisi tentang suatu tinjauan 
umum perlindungan hak merek terkait dengan semua hak merek dalam 
sengketa merek ayam geprek bensu serta teori penyelesaian sengketa 
perlindungan merek. 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini akan 
membahas tentang data dari hasil penelitian mengenai rumusan masalah akan 
dibahas. 
                                                     





BAB IV PENUTUP, berisikan penarikan simpulan dan saran dari hasil 













A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual 
Hak Kekayaan Intelektual atau HKI pertama kalinya di pakai oleh 
Fichte tahun 1793 menyatakan bahwa hak milik pencipta buku bukan pada 
bukunya, melainkan pada isi dari buku tersebut. Istilah ini terdiri dari tiga 
kata yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan suatu 
konsep yang dapat dimiliki dialihkan maupun di perjual belikan. HKI atau 
akroning HaKI, digunakan untuk Intelektual Property Rights (IPR) yang 
timbul dari hasil olah pikiran dapat menghasilkan suatu produk atau proses 
yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah suatu hak yang 
nantinya dapat dinikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. 
Objek diatur oleh adalah karya dari hasil olah piker otak manusia. Di 
Indonesia sendiri, penggunaan istilah terhadap rezim HKI mengalami 
beberapa perubahan. Mulai dari menggunakan istilah HaKI persamaan dari 
hak kekayaan intelektual, HKI atau Hak Kekayaan Intelektual sampai pada 
pemakaian KI Kekayaan Intelektual saja. 
Secara umum Hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi 2 
golongan yang utama yaitu : 




b. Hak kekayaan industri16 
Sederhananya begini Haki suatu syarat sebagai hak yang muncul dari 
pemikiran otak yang nantinya dapat menghasilkan suatu produk memiliki 
manfaat untuk kebaikan hidup manusia.17 Juga dapat memilik arti sebagai 
hak seseorang karena ia telah menciptakan sesuatu yang berguna untuk 
manusia yang lain. Prinsip dasarnya setiap orang yang telah bekerja keras 
dengan usahanya harus memperoleh keuntungan. Objek yang diatur dalam 
Haki meruapakan suatu karya yang diciptakan dari kemampuan intelektual 
olah piker manusia. Simplenya, Haki yang terkandung didalam semua 
ciptaan atau beberapa hal yang dibuat oleh manusia dengan memeras 
keringat dari otak. Haki merupakan suatu hak kebendaaan, dari hak suatu 
benda yang berasal dari hasil kerja otak. Hasil dari pekerjaan ini manusia 
yang memiliki penalaran. Hasil dari itu berupa alat immaterial, benda tidak 
memiliki wujud.  Misalnya disini karya logo untuk suatu merek di perlukan 
gambar yang unik dalam pengerjaan perlunya memaki otak untuk 
menuangkan ide-ide. 
Haki itu adalah hak atas kebendaan sesuatu benda dari sumber hasil 
kerja otak, hasil kerja rasio. Memiliki Hasil kerjanya berupa benda 
immaterial dan benda tidak berwujud. Benda berkerangka hukum perdata 
dapat dikategorikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori 
adalah sutau kelompok benda ke dalam kategori benda berwujud dan benda 
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tidak berwujud. KUHPerdata pasal 499 menyatakan bahwa pemahaman 
perundangan dinamakan hak kebendaan nantinya adalah tiap-tiap barang 
serta hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.18 oleh Prof. Mahadi 
menerangkan bahwa barang yang dimaksudkan oleh Pasal 499 KUHPerdata 
adalah benda materiil sedangkan disini hak sendiri adalah benda immaterial. 
2. Konsep Kekayaan (Property) 
Pengertiaan hak kekayaan intelektual digunakan untuk pertama 
kalinya pada tahun 1790. Pada tahun 1793 berpendapat bahwa tentang hak 
milik dari pencipta ada pada isi buku. Yang mana dengan hak milik di sini 
bukan buku sebagai benda, akan tetapi pengertian isi dalam bukunya. Istilah  
kekayaan intelektual ini terdiri dari tiga dasar kata, yaitu hak, kekayaan, dan 
intelektual. Kekayaan merupakan gambaran yang dimiliki, dialihkan, 
maupun diperjual-belikan. Adapun kekayaan intelektual ini merupakan 
suatu kekayaan atas hasil produksi kecerdasan dari daya pikir seperti 
teknologi, pengetahuan, pengubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-
lain yang memiliki manfaat untuk manusia. Objek nantinya diatur dalam 
kekayaan intelektual adalah karya-karya yang mana lahir dari hasil 
keinginan karena kemampuan intelektual manusia.   Kekayaan intelektual 
memiliki sistem yang mana merupakan hak privat atau dapat disebut dengan 
(private rights). Seseorang memiliki kebebasan untuk mengajukan 
permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya. Hak eklusif yang 
diberikan oleh Negara kepada individu masinmg-masing dalam hal ini 
                                                     




pelaku kekayaan intelektual tidak ada lain dimaksudkan untuk sebuah 
penghargaan dari hasil karya atau kreativitasnya dan agar tidak memiliki 
niat untuk dapat lebih lanjut mengembangkan yang sudah ada milik orang 
lain, sehingga sistem kekayaan intelektual ini nantinya kepentingan 
masyarakat di putuskan melalui cara kerja pasar. Disamping sistem ini 
kekayaan intelektual dapat menunjang diadakan sistem dokumentasi yang 
baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga dimungkinan dari hasil 
ini menciptakan suatu teknologi atau karya lain yang sama dapat dihindari 
atau dicegah. Dengan dukungan baik dokumentasi tersebut, diharapkan 
nantinya masyarakat dapat merasakan manfaat yang telah ada dengan 
berupaya maksimal untuk meringankan keperluan hidup atau dapat juga 
untuk mengembangkan yang sudah lebih lanjut untuk memberikan nilai 
tambah yang lebih tinggi. 
Hak atas kekayaan yang timbul karena lahir dari kemampuan 
kemampuan-kemampuan olah pikir otak. Atas hasil ide-ide tersebut, 
masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh memiliki  
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Ide sebagai pemilik 
berdasarkan postulak dalam arti yang seluas-luasnya juga dapat memiliki 
benda benda yang tak berwujud. Hak kekayaan intelektual sebagai obyek 
pemilikan digambarkan sebagai benda tak berwujud atau benda tak bertubuh 
yang dihasilkan dari benak manusia. Meskipun demikian obyek pemilikan 




nantinya  dapat dipindah dengan mudah.19 
Konsep kepemilikan HKI, dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari 
pemikiran para ahli salkah satunya adalah John Locke yang berpendapat 
dari setiap manusia memiliki diri sendiri sebagai pemiliknya. Nantinya tidak 
di perbolehkan seorang pun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali 
pemilik dari diri sendiri, termasuk dari hasil kerja tubuh dan karya tangan 
serta panca indera lainnya.20 Dalam hal ini memiliki arti bahwa setiap orang 
secara naluri sudah mempunyai hak untuk memiliki potensi yang melekat 
pada diri sendiri dan dari hasil seluruh kerjanya. 
Dari hukum yang telah mengatur kekayaan intelektual memiliki sifat 
teritorial, nantinya pendaftaran ataupun penetapan kekayaan intelektual 
harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yang bersangkutan. 
Kekayaan intelektual di Indonesia yang di lindungi adalah kekayaan 
intelektual sudah didaftarkan di Indonesia. 
3. Prinsip kekayaan intelektual 
a. Prinsip Keadilan dalam hal ini keuntungan baik segi ekonomi maupun 
moral kepada pencipta atau inventor merupakan sesuatu yang dipandang 
sebanding dengan usaha dan kerja kerasnya dalam menghasilkan ciptaan. 
b. Prinsip Ekonomi atau biasa di sebut The Economic Argument 
pembayaran royalty adalah pendapat dari pemilik maupun pemegang hak 
kekayaan intelektual. 
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c. Prinsip Kebudayaan  atau The Cultural Argument adalah suatu 
pengembangan dari dasar ilmu pengetahuan yang berupa seni dan sastra 
memberikan peningkatan pada taraf kehidupan dan peradaban 
masyarakat. 
d. Prinsip Sosial atau The Social Argument  
Pengaturan HKI mendapatkan bentuk perlindungan atas penemu bukan 
hanya bertujuan mendapatkan kepentingan pribadi melaninkan 
berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan masyarakat. 
Dalam hal ini terihat dari dalam ketentuan undang-undang berfungsi 
sebagai sosial dan lisensi wajib. Ilmu dasar social juga akan terlihat 
ketika karya intelektual menjadi milik umum (Public Domain) setelah 
habis masa berlakunya. 
4. Hak Atas Kekayaan Intelektual 
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif atas karya yang 
dihasilkan oleh pemikiran manusia. Padahal pada awalnya konsep hak 
kekayaan intelektual hanya berlaku di barat yang mensyaratkan adanya 
konsep kekayaan individualis atau konsep yang menegaskan adanya 
kepemilikan yang dimiliki oleh diri sendiri. Sementara itu, hal ini 
tampaknya tidak banyak berlaku di Indonesia karena masyarakat kita 
memiliki kecenderungan budaya yang komunal. Akibatnya, konsep HKI 
tidak dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, 
konsep ini juga menimbulkan gegar budaya yang disebabkan oleh dominasi 




seperti yang sering terjadi di barat21 
Dari beberapa hak tersebut dijelaskan secara konseptual tentang tiga 
macam hak, yaitu Hak Cipta yang merupakan hak yang dimiliki atas ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian, Hak Paten 
adalah hak yang diberikan atas penemuan baru dan biasanya hak tersebut 
diterapkan dalam industri. Juga hak merek yang dapat dimiliki atas 
kepemilikan suatu ciptaan yang dianggap sebagai pembeda dari ciptaan lain, 
seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam 2D 
atau 3D, suara, dan sebagainya. Dengan mampu membedakan ketiga jenis 
hak kekayaan intelektual di atas, pelaku industri kreatif dapat melindungi 
karya yang dibuat berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku. 
Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai salah satu pelaku industri kreatif, 
Henricus juga memaparkan masalah hak kekayaan intelektual di Indonesia 
yang masih problematis untuk dibahas. Penekanan yang ia sampaikan 
mengarah pada buah karya visual, yaitu film. Sebagai salah satu pembuat 
film, Henricus menyadari bahwa saat ini masyarakat kita sudah dihadapkan 
pada berbagai macam platform yang berfungsi sebagai distribusi digital, 
mulai dari Netflix, Iflix, YouTube, Prime Video, Criterion Collection, dan 
sebagainya. Sisi positifnya, adanya berbagai platform yang saling terhubung 
dapat menjadi motivasi bagi para sineas untuk terus berkarya dalam 
menghasilkan karya. Namun, di sisi negatifnya, dikhawatirkan akan 
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semakin banyak terjadi diskualifikasi karya22. 
Gagasan tentang kekayaan dan property mewujud dalam bentuk hak, 
yakni suatu gagasan bahwa properti adalah sekelompok hak atau bundleof 
rights. Kekayaan Intelektual dapat meliputi : 
a. Hak Paten 
Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 
1 Ayat 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 
Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk jangka 
waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan 
persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya 
diberikan oleh negara kepada penemu yang telah menemukan suatu 
penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan invensi 
adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang 
berupa: Proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan 
proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. 
b. Merek 
Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 
1 Ayat 1, Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, 
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 
mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan. kegiatan. 
barang atau jasa. 
Jadi merk ialah ciri yang digunakan buat membedakan produk( 
                                                     




benda serta ataupun jasa) tertentu dengan yang yang lain dalam rangka 
memperlancar perdagangan, melindungi mutu, serta melindungi 
produsen serta konsumen. 
Ada sebagian sebutan merk yang biasa digunakan, yang kesatu 
merk dagang merupakan merk yang digunakan pada benda yang 
diperdagangkan oleh seorang ataupun sebagian orang secara bersama- 
sama ataupun tubuh hukum buat membedakan dengan beberapa barang 
sejenis yang lain. 
Merek Jasa adalah merek yang digunakan untuk jasa yang 
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama atau oleh badan hukum untuk membedakannya dengan jasa lain 
yang sejenis.23 
Merek Kolektif adalah merek kolektif adalah merek yang 
digunakan pada barang atau jasa dengan ciri yang sama yang 
diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-
sama untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis.24 
c. Desain industri 
Desain industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desain Industri, bahwa desain industri 
adalah ciptaan dari bentuk, konfigurasi, atau susunan garis atau warna, 
atau garis dan warna, atau kombinasinya yang berbentuk tiga dimensi 
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atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan 
dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi dan dapat digunakan untuk 
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan 
tangan. 
d. Desain tata letak sirkuit terpadu 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, Sirkuit Terpadu 
merupakan suatu produk pada bentuk jadi atau setengah jadi, yang pada 
dalamnya masih ada banyak sekali elemen dan sekurang-kurangnya satu 
berdasarkan elemen tadi merupakan elemen aktif, yang sebagian atau 
seluruhnya saling berkaitan dan dibuat secara terpadu pada pada sebuah 
bahan semikonduktor yang dimaksudkan membentuk fungsi elektronik. 
e. Rahasia Dagang 
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui 
masyarakat umum di bidang teknologi dan/atau usaha, mempunyai nilai 
ekonomis, karena berguna untuk kegiatan komersial dan dirahasiakan 
oleh pemilik rahasia dagang. 
f.  Perlindungan indikasi geografis 
Berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis dilindungi 
sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang menjadi 




manusia atau kombinasi dari dua faktor kualitas tertentu dari barang yang 
dihasilkan. 
B. Merek 
Pasal 1 angka 1 Undang undang 20 tahun 2016 tentang merek dan 
indikasi geografis menyebutkan bahwa Merek adalah tanda yang berupa 
gambar, nama, kata, hurufhuruf, angkaangka, susunan warna atau merupakan 
persatuan berpokok tertulis yang memegang menjadi pembeda serta digunakan 
dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Merek dapat digunakan sebagai identitas 
produk atau jasa di pasaran. Sehingga dengan adanya merek, konsumen dapat 
dengan mudah mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang digunakan oleh 
perusahaan untuk mendapatkan reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen 
secara berkelanjutan.25 
Merek juga dapat menjadi suatu tanda pengenal dalam kegiatan 
perdagangan barang dan jasa sejenis dan sekaligus merupakan jaminan kualitas 
atau mutu suatu produk bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa 
yang sejenis yang dibuat oleh pihak lain. Merek dagang dipergunakan untuk 
membedakan barang-barang sejenis yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan, 
sedangkan merek jasa digunakan dalam perdagangan jasa yang sejenis. Begitu 
banyak merek-merek yang beredar ditengah masyarakat, namun terhadap 
merek-merek tertentu yang tergolong popular tentu sangat diminati masyarakat 
bukan hanya karena mereknya yang popular melainkan juga karena jaminan 
kualitas barang atau jasa yang disediakan. 
                                                     




Merek memiliki fungsi yang melekat, baik bagi produsen maupun bagi 
konsumen, seperti : 
1. Bagi produsen, merek dapat menjadi alat promosi agar produk yang 
dipasarkan dapat dikenal oleh konsumen dengan mudah. Meski dalam hal 
ini keunikan nama atau tanda merek yang digunakan turut menentukan 
mudah atau tidaknya suatu produk untuk dikenali konsumen; 
2. Bagi produsen merek juga merupakan identitas atas hasil barang atau jasa 
yang telah diproduksi. Sehingga konsumen menjadi tahu bahwa produk X 
dihasilkan oleh perusahaan T misalnya. 
3. Bagi konsumen, merek dapat berfungsi sebagai jaminan kualitas atau mutu 
barang atau jasa yang dibeli. 
4. Bagi konsumen merek dapat membantu konsumen dalam mengkomparasi 
kualitas produk barang atau jasa antara satu perusahaan dengan perusahaan 
yang lain sehingga dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan 
keinginannya. 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi 
geografis dalam pasal 2 ayat 2 juga membagi merek dalam 2 lingkup yaitu 
1. Merek dagang 
Adalah Merek dagang digunakan pada produk atau badan hukum yang 
dengannya satu orang atau lebih melakukan bisnis untuk membedakannya 
dari produk serupa lainnya. 
2. Merek jasa 




berkomunikasi satu sama lain atau layanan yang digunakan oleh badan 
hukum untuk membedakannya dari layanan serupa lainnya.26 
Merek Perlindungan meliputi gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, 
kombinasi warna, tanda berupa dimensi 2 (2) dan/atau 3 (3), bunyi batang, 
hologram, atau kombinasi. Satu atau lebih unsur tersebut untuk membentuk 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan 
hukum dalam transaksi barang dan/atau jasa. Merek Kolektif adalah merek 
dagang yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang memiliki kesamaan 
sifat, sifat umum, kualitas dan penguasaan barang atau jasa, serta dipasarkan 
secara bersama oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakannya 
dengan barang lain yang sejenis dan/atau jasa. 
Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 
pemilik merek terdaftar untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain 
menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu.  
C. Pendaftaran Hak Merek 
Pendaftaran adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan legalitas 
berlindung dengan hukum terhadap Hak Merek. Dengan kata lain, pendaftaran 
merupakan syarat untuk memperoleh Hak Merek dibawah naungan hukum 
yang berlaku. Pendaftaran merek dapat memberikan perlindungan bagi pemilik 
atau pemegang Hak Merek dari penggunaan oleh pihak lain secara tidak 
bertanggungjawab atau illegal. Dalam dunia bisnis kepemilikan merek 
merupakan hal yang sangat penting sebab bukan tidak mungkin kemiripan dan 
                                                     




pendomplengan secara sengaja dibuat oleh pihak lain semata meraup laba yang 
besar melewati yang tidak jujur. Tanpa melakukan pendaftaran maka tidak 
akan ada perlindungan yang akan diberikan oleh Negara tempat merek disalin 
ditiru atau didompleng oleh lainnya. 
Pendafaran hak merek dapat dilakukan oleh individu maupun melalui 
kantor Kementerian Hukum dan HAM yang berada di wilayah Provinsi. Selain 
itu pendaftaran merek juga dapat dilakukan melalui Konsultan Kekayaan 
Intelekual. Sistem pendaftran merek terbagi dalam 2 sistem, yaitu : 
1. Sistem Deklaratif 
Ini Adalah sistem memberikan perlindungan hukum kepada pengguna 
pertama yang secara hukum melindungi merek didaftarkan. Namun jika ada 
memiliki kekurangan yakni dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 
karena pendaftarannya sistem ini. Jika ada lain yang dapat membuktikan 
bahwa adalah pemilik pertama merek terdaftar, bahwa sistem ini dapat 
dicabut oleh dirinya. 27 
2. Sistem Konstitutif 
Adalah sistem catatan yang diperlukan untuk mendapatkan hak merek 
dagang untuk dapat memberikan keamanan hukum dalam pemberian 
perlindungan Hak Merek karena didasarkan pada fakta adanya pendaftaran 
sebagai pembuktian sehingga tidak akan menyebabkan kebingungan antara 
pengguna pertama dan pelanggan pertama.28 
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Dalam perkembangannya, pengaturan tentang merek juga 
mengakomodir penyesuaian terkait perlindungan atas Indikasi Asal dan 
Indikasi Geografis melalui Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan 
saat ini merupakan peraturan terbaru di bidang merek yang diatur dalam 
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. 
Adapun pembagian mengenai pendaftaran Merek terbagi menjadi dua yakni : 
1. Tanda sebagai tidak kompeten didaftarkan dan merek diantaranya harus 
ditolak Pendaftarannya. 
a. Merek dagang yang tidak dapat didaftarkan  
Suatu merek tidak dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan 
hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut : 
b. Merek Yang Harus Ditolak Pendaftarannya 
1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, 
kesusilaan, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.  
2) Serupa, terkait atau hanya disebutkan dalam produk dan/atau jasa 
yang dimintakan pendaftarannya.  
3) Termasuk mungkin dalam permintaan pendaftaran Sumber, mutu, 
jenis, ukuran, jenis, tujuan penggunaan atau nama varietas tumbuhan 
yang dilindungi barang dan/atau jasa sejenis yang menyesatkan 
masyarakat, dan/atau jasa. 
4) Berisi barang dan/atau jasa tersebut. atau produk yang dihasilkan atau 
informasi yang tidak konsisten tentang kualitas, manfaat, atau 




5) Non-diskriminasi dan/atau  
6) Merupakan nama umum dan/atau lembang publik. 
Permohonan pendaftaran atas Hak Merek jika merek tersebut pada 
prinsipnya atau keseluruhannya dengan:  
1. Merek terdaftar milik pihak lain atau merek terdaftar yang sebelumnya 
diterapkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, harus ditolak.  
2. Milik pihak lain. 
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk berbagai jenis barang dan/atau jasa 
yang memenuhi persyaratan tertentu. 
4. Indikasi-geografis terdaftar. 
Selain itu, permohonan pendaftaran juga harus ditolak jika Merek 
tersebut: 
1. Merupakan Atau nama atau singkatan yang mirip dengan nama selebriti, 
foto, atau nama badan hukum milik orang lain, kecuali jika ada persetujuan 
tertulis dari pemiliknya. 
2.  Meniru atau menyerupai nama atau singkatan dari nama, bendera, lambang 
atau logo atau lambang suatu negara, negara atau organisasi internasional, 
kecuali jika disetujui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang; atau  
3. Meniru atau menyerupai nama resmi yang digunakan oleh suatu negara atau 
instansi pemerintah Merek dagang atau stempel atau stempel, kecuali jika 
disetujui secara tertulis oleh pejabat yang berwenang. Jika aplikasi yang 





D. Perlindungan Hukum Hak Merek 
Hukum adalah suatu proses yang terstruktur, sistem yang terstruktur 
secara rasional, yang oleh Unger disebut hukum modern, yang menjadikan 
hukum itu mandiri dalam beberapa aspek. Unger percaya bahwa hukum 
modern memiliki empat unsur, yaitu: pertama, untuk merumuskan peraturan 
yang disengaja; kedua, untuk menjalankan sesuai dengan urutan administrasi 
publik; ketiga, untuk mempekerjakan personel khusus; keempat, untuk 
menciptakan cara berpikir Anda sendiri. Oleh karena itu, hukum memiliki 
sistem hukum yang mengarah pada hukum positif. Menurut Robert Redfield 
dan Donald Black, hukum positif berfungsi sebagai kontrol sosial pemerintah 
atau kontrol negara terhadap masyarakat. Norma-norma aktif disusun secara 
sistematis menjadi korpus hukum yang sangat koheren, dikembangkan melalui 
teori dan doktrin. Hukum diurutkan berdasarkan hierarki. Selain itu, undang-
undang membutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan.  
Dipahami bahwa undang-undang tersebut di atas adalah sistem hukum, 
dan hukum memperoleh status badan hukum dalam proses hukum. Tanpa 
legitimasi, prosedur hukum tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, tanpa bukti 
dan kelengkapan yang diperlukan, orang perseorangan, orang perseorangan dan 
badan hukum tidak dapat masuk. Bahkan jika individu atau individu itu asli, 
mereka tidak akan mendapatkan hak mereka sampai mereka menunjukkan 
bukti yang dapat diterima secara hukum. Kecuali ada aturan hukum, orang 
tidak boleh disalahkan. 




untuk menghindari potensi perselisihan tentang legalitasnya di kemudian hari. 
Bentuk undang-undang ini adalah sebagai berikut: aturan hukum bersifat 
sistematis, berjenjang dari atas ke bawah. Adanya preseden yang memiliki 
keabsahan dan keputusan hukum yang tetap merupakan perjanjian yang 
disepakati. 
Perlindungan hanya diberikan kepada merek terdaftar, karena menurut 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 
Indikasi Geografis, hak atas merek ditentukan dengan surat pernyataan pemilik 
merek dagang terdaftar29. Payung hukum Merek dapat digunakan oleh satu 
orang atau lebih secara bersama-sama atau oleh badan hukum dalam jangka 
waktu tertentu. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum untuk merek 
dagang yang tidak terdaftar. 
Selain undang-undang diatas Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1994 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, 
hak merek adalah hak khusus tertentu yang diberikan oleh negara kepada 
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Menggunakan 
merek sendiri atau mengizinkan satu orang atau lebih untuk menggunakan 
merek secara mandiri, bersama-sama atau sebagai badan hukum atau untuk 
jangka waktu tertentu. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan 
intelektual yang harus dilindungi oleh negara. Karena merek mempunyai 
fungsi yaitu sebagai sarana untuk membedakan barang atau jasa dengan barang 
                                                     





atau jasa lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Memungkinkan orang 
untuk memahami dan membedakan antara merek yang dikenal dan merek yang 
tidak dikenal. Karena merek sangat penting, maka perlu untuk melindungi 
merek atau hak merek dari pemegang merek.. 
Hak atas merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang 
harus dilindungi oleh negara. Agar masyarakat dapat mengerti serta dapat 
membedakannya. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka 
perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada 
pemegang merek terdaftar. 
Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran 
merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu 
merek. Dalam dunia perdagangan seringkali terjadi pelanggaran terhadap 
merek dagang terkenal. Pelanggaran terjadi karena adanya pihak yang tidak 
memiliki hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Penyebab 
pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut : 
1. Masih lemahnya Undang-Undang HAKI di Indonesia, Pangsa pasar 
umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah 
walaupun memiliki kualitas rendah. 
2. Pengawasan dan pelaksanaan peraturan yang lemah. 
3. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah. 
4. Daya beli masyarakat yang relatif rendah. 




6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih 
rendah. 
7. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, 
karena murah.30 
Bagi setiap produsen, pengusaha atau pedagang untuk menjamin 
perlindungan hukum atas hak mereknya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek mewajibkan pendaftaran merek. Baru setelah pendaftaran 
merek dagang yang diatur dalam pasal 3 undang-undang ini, barulah hak milik 
pemilik merek dagang dari produk tersebut dapat diakui. Hal ini sejalan dengan 
asas yang dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia, yaitu asas first-to-file, 
bukan first-come, first-out asas. Berdasarkan prinsip ini, mereka yang ingin 
memiliki hak merek harus mendaftarkan merek yang bersangkutan.31  
 Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pendaftaran merek pada 
produk Anda oleh pedagang atau pengusaha sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula ada beberapa faktor yang 
menghalangi para pelaku usaha atau pengusaha tersebut untuk mendaftarkan 
merek dagang atas produknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
 Merek sangat penting baik dalam periklanan maupun pemasaran. Oleh 
karena itu, jika suatu produk yang dijual dikaitkan dengan merek yang menjadi 
ciri khas dari produk yang dijual, maka produk tersebut akan lebih mudah 
dikenali oleh konsumen. Selain itu, jika produsen produk menginginkan merek 
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yang mereka buat untuk mencegah pihak lain menipu merek mereka, maka 
merek tersebut harus didaftarkan dalam daftar umum merek dagang. Dengan 
mendaftarkan merek dagang di General Trademark Registry, pemilik merek 
dagang akan memperoleh hak merek dagang unik negara tersebut.  
 Undang-undang Merek Indonesia menekankan pada sistem pendaftaran 
sebelumnya, sehingga yang pertama mendaftar adalah hak untuk memiliki 
merek tersebut. Agar merek tersebut dilindungi oleh undang-undang, 
khususnya hukum merek Indonesia, merek tersebut harus didaftarkan pada 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, sehingga pemilik sebenarnya dari komersial merek tersebut 
menerima merek terdaftar tersebut. sertifikat sebagai bukti hak dalam Daftar 
Umum Merek. / Properti merek dagang produk. Jika suatu saat suatu merek 
digunakan atau digugat oleh pihak lain, maka akan sulit bagi pemilik merek 
yang sebenarnya untuk membuktikan haknya. Mengenai hak merek, Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek mengatur sebagai berikut.  
 Merek adalah salah satu bentuk karya intelektual pribadi dan dilindungi 
oleh Undang-Undang Merek Indonesia. Merek adalah logo berupa gambar, 
nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur 
tersebut, seperti identitas produk (cakupan, atribut, kualitas, dan tujuan) bagi 
konsumen untuk berhak membedakan, yaitu kriteria yang dicantumkan 
membedakan produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu pihak dengan 





E. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Hak Intelektual 
1. Gugatan Atas Pelanggaran Merek 
Pemilik Merek dan/atau Jasa Penerima Lisensi Merek dapat 
mengklaim dari pihak lain bahwa tidak ada hak untuk menggunakan Merek 
yang pada prinsipnya sama atau secara umum dengan produk dan/atau jasa 
yang serupa: 
a. Gugatan ganti dan/atau 
b. Mengakhiri semua tindakan yang terkait dengan penggunaan merek 
dagang.32 
Gugatan yang bersangkutan juga dapat diajukan oleh pemilik merek 
terkenal atas dasar putusan pengadilan. Kasus ini dibawa ke pengadilan 
niaga. Selama pemeriksaan masih berlangsung dan untuk menghindari 
kerugian lebih lanjut, pemilik merek dan/atau penerima lisensi sebagai 
pemohon dapat meminta hakim untuk menghentikan produksi, distribusi, 
dan/atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak. Dalam hal tergugat 
diharuskan menyerahkan barang dengan menggunakan Merek tanpa izin, 
hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang yang 
dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 
Jika pemilik merek yakin haknya telah dilanggar, pemilik merek 
dapat mengajukan gugatan perdata, pengaduan pidana, atau penyelesaian 
alternatif lainnya. Lebih baik diselesaikan di luar pengadilan dulu. Branding 
merupakan elemen penting dalam sebuah bisnis. Merek dagang berfungsi 
                                                     




sebagai titik pembeda dari barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. 
Namun, semakin terkenal suatu merek, semakin besar kemungkinan untuk 
disalin atau dibajak dan kemudian digunakan oleh orang lain tanpa izin atau 
tanpa izin. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran merek dagang. Jika 
merek Anda ditiru atau diambil alih dan kemudian digunakan oleh orang 
lain tanpa lisensi atau lisensi, berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang 
dan Indikasi Geografis No. 20 tahun 2006, pemilik merek dagang dapat 
melakukan tiga hal, yaitu , tindakan perdata, pengaduan pidana atau 
alternatif penyelesaian sengketa. 
1) Tindakan Perdata 
Perdata Menurut Pasal 83 UU Merek, pemilik merek terdaftar 
dapat menuntut pihak lain karena menggunakan mereknya tanpa izin di 
pengadilan niaga. Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan atau 
permintaan untuk menghentikan kegiatan komersial pelanggar merek. 
Hal ini dapat dilakukan apabila pelanggar menggunakan merek yang 
serupa atau sama persis untuk barang atau jasa sejenis yang sejenis. 
Selain pemilik merek terdaftar, tuntutan hukum juga dapat diajukan oleh 
pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar. 
2) Pengaduan Pidana 
Pengaduan Pidana Pemilik merek dagang dapat memulai proses 
pidana jika merek dagang mereka dilanggar. Ketentuan pidana yang 
berkaitan dengan pelanggaran merek merupakan pengaduan berdasarkan 




oleh penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek. 
Menurut Pasal seratus UU Merek, pemalsuan merek yang identik dengan 
satu jenis merek dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
dan denda paling banyak dua miliar rupiah. Sementara itu, pelanggar 
merek dagang dengan produk sejenis terancam hukuman empat tahun 
penjara dan denda hingga dua miliar rupiah. Bahkan ada ancaman pidana 
yang lebih serius bagi pelanggar merek dagang yang produknya 
menimbulkan masalah kesehatan, lingkungan, dan kematian. Pelanggar 
merek dapat diancam dengan pidana penjara (maksimal) sepuluh tahun 
dan denda paling banyak lima miliar rupee. Tidak hanya bagi produsen, 
ancaman kriminal juga berlaku bagi mereka yang menjual merek palsu. 
Secara khusus, mereka yang menjual produk bermerek palsu, baik berupa 
produk maupun jasa, dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau 
denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Ketentuan ini sesuai dengan 
pasal 102 UU Merek. 
3) Alternatif penyelesaian sengketa 
Selain mengambil tindakan hukum perdata dan pidana, pemilik 
merek dagang yang dilanggar juga dapat menggunakan metode 
penyelesaian sengketa lainnya. Hal ini diatur dalam pasal 93 UU Merek, 
yaitu alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi perundingan, 
mediasi, rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak. Dengan 
mengadopsi metode ini, solusi yang diberikan dapat menguntungkan 




kepada pelanggar merek dagang penggunaan merek dagang mereka 
secara legal melalui mekanisme lisensi merek dagang. Hal ini dapat 
dilakukan dengan negosiasi antara kedua belah pihak. Mengambil jalur 
alternatif tidak membutuhkan banyak waktu dan biaya. Jika metode ini 
masih mandek, yang terbaik adalah melanjutkan litigasi pidana dan 
perdata untuk mencegah pelanggar merek dagang dan memulihkan 
kerugian pemilik merek yang sah. 
2. Tata Cara Gugatan Pada Pengadilan Negeri 
Gugatan tersebut di atas diajukan kepada ketua pengadilan niaga di 
lingkungan tempat tinggal atau domisili tergugat. Apabila salah satu pihak 
bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
Ketua Pengadilan Niaga Pusat Jakarta akan mengajukan gugatan. Petugas 
mencatat klaim pada tanggal pengajuan klaim, dan penggugat menerima 
tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh petugas pada tanggal yang 
sama dengan tanggal pengajuan. 
Panitera harus mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga 
dalam waktu paling lama dua hari sejak tanggal pendaftaran gugatan. 
Selambat-lambatnya tiga hari setelah gugatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 4 diajukan, Ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan itu dan 
menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. 
Pemanggilan pihak akan dilakukan oleh juru sita dalam waktu tujuh 
hari setelah pendaftaran klaim. Jangka waktu peninjauan kembali sebelum 




selambat-lambatnya 90 hari setelah tim peninjau menerima perkara dan 
dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari dengan persetujuan direktur. 
Hakim Mahkamah Agung. Putusan litigasi sebagaimana dimaksud pada 
alinea pertama, yang memuat segala isi pertimbangan hukum yang menjadi 
dasar putusan, harus diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.33 
3. Tata Cara Pelaksanaan Putusan 
Setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi 
Merek, maka putusan tersebut dibatalkan menurut putusan pengadilan. 
Ketentuan tambahan mengenai pembatalan dan pencabutan oleh Menteri 
diatur dengan peraturan pemerintah. Pembatalan atau penghapusan 
pendaftaran merek harus dilakukan oleh Menteri dengan mencoret merek 
yang bersangkutan dan menyebutkan alasan serta tanggal pembatalan atau 
penghapusan tersebut. Penghapusan merek terdaftar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Selain perjanjian sengketa terkait merek dan indikasi geografis 
sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, para pihak 
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5. Akibat Hukum Dari Suatu Putusan 
Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan 
pengadilan setempat, putusan mediasi, dan putusan Verstek yang diterima 
oleh para pihak yang bersengketa, tetapi tidak akan diajukan banding atau 
banding terhadap mereka; Keputusan pengadilan yang lebih tinggi yang 
diterima oleh kedua belah pihak tidak akan diajukan banding, dan 
Mahkamah Agung membalikkan kasus Keputusan dalam kasus tersebut. 
Menurut sifatnya, ada tiga (tiga) jenis keputusan, yaitu:  
a. Keputusan deklaratif  
Keputusan deklaratif adalah keputusan yang hanya menjelaskan atau 
menetapkan suatu keadaan tertentu tanpa dilaksanakan.  
b. Keputusan konstitutif  
Keputusan konstitutif adalah keputusan yang menciptakan atau 
menghilangkan situasi tertentu dan tidak perlu dilaksanakan.  
c. Putusan pemidanaan  
Putusan pemidanaan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap,  
yaitu putusan yang memuat pemidanaan. Pihak yang kalah dihukum 
karena melakukan sesuatu.  
Jika perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekusi) telah 
dilakukan terhadap proyek yang benar-benar dilaksanakan, tetapi 
peninjauan kembali memutuskan untuk mencabut putusan yang berkekuatan 
hukum tetap, eksekusi terhadap harta benda yang telah diserahkan kepada 




restitusi hak.  
 Pemohon menyerahkan pemulihan hak kepada ketua pengadilan 
negeri. Pelaksanaan hak restitusi akan dilakukan sesuai dengan prosedur 
pelaksanaan yang berlaku saat ini. Dalam hal harta benda telah diserahkan 
kepada pihak ketiga dan mempunyai akibat hukum, subjek eksekusi dapat 
mengajukan permintaan ganti rugi sesuai dengan subjek yang telah 
dieksekusi dan akan segera dieksekusi.34 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Penyelesaian Sengketa Merek I Am Geprek Bensu Dalam Perspektif 
Perlindungan Merek 
Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu Hak 
Cipta merupakan hak tertentu yang muncul dari asas deklaratif selesainya suatu 
kreasi diwujudkan pada bentuk konkret tanpa mengurangi restriksi sinkron 
menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak yang  
berdasarkan aktivitas intelektual insan dimana aktivitas tadi memiliki nilai 
ekonomi hak tertentu eksklusif lantaran hak ini hanya diberikan pada seorang 
atau sekelompok orang yg sudah membangun karya misalnya merek dagang. 
Merek pada pasal 1 angka 1 Undang-undang 20 tahun 2016 tentang 
merek dan indikasi geografis, Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, 
huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 
mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan 
jasa. Merek perlu di daftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum agar 
merek yang ada tidak bisa di pakai oleh orang lain. Selain itu agar 
mendapatkan legalitas hukum peraturan ini di atur dalam undang-undang pasal 
pasal 4 angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.   
Penyelesaian sengketa yang di selesaikan dijalur litigasi adalah sebagai 




pengadilan.35. Guna menghindarkan dari masalah di kemudian hari, maka 
sengketa ini diselesaikan di bawah naungan kehakiman dan melibatkan 
penyerahan bukti. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 
bahwa sistem kehakiman berada di bawah kekuasaan yang di pegang oleh 
Mahkamah Agung dan badan keadilan sebagai putusan akhir penyelesaian 
sengketa. Hasil dari putusan memiliki aturan bersifat mengikat terhadap pihak-
pihak yg bersengketa. 
Bisnis Geprek Bensu milik Ruben Samuel Onsu mirip dengan bisnis 
merek I am Geprek Bensu milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono. Ruben 
dihadapkan pada sengketa hak paten atas merek Bensu antara dirinya dengan 
pemilik restoran cepat saji I Am Geprek Bensu. Penggunaan nama Bensu 
sebagai merek dagang sudah digunakan oleh PT. Ayam Geprek Benny 
Sudjono, nama bensu diambil dari nama ayah Yangcent Benny Sudjono 
sedangkan Ruben Onsu diambil dari nama aslinya. 
Dua pengusaha dari PT Ayam Geprek Benny Sujono, Yancent Kurniawan dan 
Stefani Livinus, mendirikan I Am Geprek Bensu pada 17 April 2017 yang beralamat 
Jalan Pademangan 1 Gang 5 Nomor 2a Gunung Sahari, Kecamatan Pademangan 
Timur, Jakarta Utara dan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual pada 03 Mei 2017. PT. Ayam Geprek Benny Sudjono memiliki landasan 
hukum terkait badan hukum yang telah dibuat oleh Netty Maria Machdar sebagai 
notaris pembuat akta merek dengan nomor 103 tertera pada tanggal 15 Maret 2017 
serta tanggal 13 September 2017 berdasarkan penetapan yang di buat oleh menteri 
                                                     
35 Tri jata ayu pramesti, pengadilan dan alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan, 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-




hukum dan hak asasi manusia dengan nomor ahu 0040249.ah.01.01 Yangcent 
Kurniawan dan Stevani Livinus berteman akrab dan meminta Jordi Onsu menjadi 
manajer operasional. Jordi onsu menerima tawaran ini kemudian menawarkan 
saudaranya yaitu Ruben Onsu menjadi duta promosi yang akhirnya disetujui oleh 
pemilik. Merek I Am Geprek Bensu mengalami perubahan menjadi merek I Am 
Geprek Bensu Sedep Beneerrr.  
Setelah ditunjuk sebagai duta promosi, melalui Jordi Onsu, Ruben Onsu 
mengajak karyawan untuk bekerja di dapurnya. Ruben Onsu diduga 
mempunyai niat untuk mengetahui resep ayam geprek dari restoran cepat saji 
milik I Am Geprek Bensu dan mengirim karyawan tersebut kembali ke 
restoran cepat saji I Am Geprek Bensu milik PT. Ayam Geprek Benny 
Sudjono.36 
Setelah sekitar 5 bulan menjalin kerjasama, Ruben akhirnya hengkang 
menjadi duta promosi kuliner tersebut. Tidak lama setelah memutuskan keluar, 
Ruben mendirikan bisnis franchisenya sendiri dan diberi nama Geprek Bensu. 
Sekitar Agustus 2017, Ruben mengajak karyawan tersebut untuk 
bergabung di perusahaan Geprek Bensu miliknya yang diberi nama Geprek 
Bensu. Seperti yang banyak diketahui saat ini, bisnis waralaba baru tersebut 
memiliki nama yang mirip dengan merek yang bekerjasama dengan Ruben 
sebelumnya. Bahkan, jika dilihat dari logo, baik bisnis milik Ruben Onsu 
maupun Benny Sujono mempunyai kemiripan yang mungkin juga sulit untuk 
disadari oleh konsumen. 
                                                     
      36Monalisa, https://style.tribunnews.com/amp/2020/06/12/ terungkap-berawal-dari-usul-adik-
ruben-onsu-3-tahun-lalu-kini-geprek-bensu-gagal-dipertahankan, diakses pada tanggal 11 Januari 




Akan tetapi, seiring dengan semakin populernya bisnis tersebut, mulai 
muncullah kebingungan di masyarakat karena ada dua bisnis kuliner yang 
memiliki nama dan logo yang serupa. Merek l Am Geprek Bensu yang 
memiliki kemiripan dengan merek kuliner ayam Geprek Bensu ternyata juga 
cukup populer di kalangan masyarakat dan memiliki banyak pelanggan.  
Karena hal ini maka terjadilah sengketa merek bisnis Geprek Bensu 
milik Ruben Onsu dengan l Am Geprek Bensu milik Benny Sudjono yang 
keduanya sama-sama mempertahankan hak nama Bensu.  
Belakangan ini Ruben Onsu melarang Yancent menggunakan nama 
Bensu dalam bisnis I Am Geprek Bensu. Dalam masalah ini Ruben Onsu 
sebenarnya tahu Yangcent Kurniawan telah mendaftarkan merek ke badan 
hukum. Pada 30 Mei 2018, Ruben Onsu mengajukan penetapan ke Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan untuk mengukuhkan nama Bensu sebagai singkatan dari 
namanya Ruben Samuel Onsu.37 
Saat itu, Ruben Onsu mengajukan gugatan terhadap Jessy Handalim 
dengan nomor perkara 48/Pdt.SusHKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt. Pst.  Namun 
Ruben Onsu memutuskan untuk berdamai pada tanggal 09 Februari 2018 
perjanjian jual beli hak atas merek sertifikat di pegang pihak Jessy Handalim 
sedangkan Ruben mendapat hak atas merek. Jessy Handalim adalah pemilik 
produk Bensu (Bengkel Susu) yang beralamat di Bandung. Produk tersebut 
sudah berdiri sejak Februari 2015 dan sudah mendaftarkan mereknya pada 
tanggal 3 September 2015. 
                                                     
       37Dyah Mulyaningtyas, 6 kronologi kasus geprek bensu dan I am geprek bensu, gugatan ruben 
onsu di tolak https://hot.liputan6.com/read/4277343/6-kronologi-kasus-geprek-bensu-dan-i-am-




Selain itu, Ruben Onsu mengajukan gugatatan ke Pengadilan Negeri 
Niaga Jakarta Pusat pada 25 September 2018 namun pada 7 Februari 2019 
gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta 
Pusat. Berdasar pada gugatan yang di layangkan oleh Ruben Onsu bahwa telah 
jelas menggunakan merek yang berbeda pengesahan dengan merek milik Jessy 
Handalim. Jessy Handalim menggunakan aturan merek Undang Undang 15 
tahun 2001 sedangkan gugatan Ruben Onsu menggunakan Undang Undang 
merek 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mana Asas 
non retroactive berarti suatu aturan hukum yang berlaku pada saat aturan 
tersebut disahkan. Di aturan Indonesia tidak di perkenankan berlaku secara 
surut, yang memiliki arti tidak berpengaruhnya hukum dari suatu aturan terbaru 
dimana tindakan tersebut belum ada aturan yang mengatur.38 
Disisi lain menurut pihak Ruben Onsu,Ruben Onsu merasa adalah 
pemilik hak dan pendaftar pertama (first to file) Atas  merek  bensu, dengan 
rincian sebagai  berikut :  
1. Merek BENSU dengan etiket untuk kelas 43 untuk jenis barang atau jasa :  
Jasa penyediaan makanan dan minuman, dengan nomor pendaftaran 
IDM0006224 tanggal 03 September 2015.  
2. I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dan lukisan untuk kelas 45 
untuk jenis barang atau jasa : jasa hukum, jasa keamanan untuk 
perlindungan bangunan dan individu, dengan nomor pendaftaran 
IDM000643596 tanggal 08 Agustus 2017.  
                                                     
        38Elshalinge Dinata, larangan keberlakuan surut pada aturan merek dalam studi kasus 




3. GEPREK BENSU dan lukisan untuk kelas 45 untuk jenis barang atau jasa: 
jasa hukum jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu, 
dengan nomor pendaftaran IDM000643592 tanggal 08 Agustus 2017.  
4. GEPREK BENSU dan lukisan untuk kelas 43 untuk jenis barang atau jasa 
: Jasa penyediaan makanan dan minuman, dengan nomor pendaftaran 
IDM000643591 tanggal 08 Agustus 2017.  
5. LUKISAN BENSU dan logo untuk kelas 32 untuk jenis barang atau jasa : 
bir air mineral dan air soda dan minuman lain yang  tidak  beralkohol 
minuman dan jus buah-buahan sirup dan sediaan lain untuk membuat 
minuman, dengan nomor pendaftaran IDM000644092 tanggal 22 Agustus 
2017.  
6. I AM GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 35 untuk jenis barang atau 
jasa: periklanan manajemen usaha administrasi usaha fungsi kantor, 
dengan nomor pendaftaran IDM000643597 tanggal 24 Agustus 2017.  
7. I AM GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 43 untuk jenis barang atau 
jasa : Jasa penyediaan makanan dan minuman, dengan nomor pendaftaran 
IDM000643590 tanggal 24 Agustus 2017.  
8. I AM GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 45 untuk jenis barang atau 
jasa : jasa hukum jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan 
individu, dengan nomor pendaftaran IDM000643603 tanggal 24 Agustus 
2017.  
9. I AM GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 45 untuk jenis barang atau 




individu, dengan nomor pendaftaran IDM000643599 tanggal 24 Agustus 
2017.  
10. I AM GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 45 untuk jenis barang atau 
jasa: jasa hukum jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan 
individu, dengan nomor pendaftaran IDM000643593 tanggal 24 Agustus 
2017.  
11. GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 35 untuk jenis barang atau jasa : 
periklanan manajemen usaha administrasi usaha fungsi kantor, dengan 
nomor pendaftaran IDM000643585 tanggal 24 Agustus 2017.  
12. GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 45 untuk jenis barang atau jasa : 
jasa hukum jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu, 
dengan nomor pendaftaran IDM000643584 tanggal 24 Agustus 2017.  
13. GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 43 untuk jenis barang atau jasa : 
Jasa penyediaan makanan dan minuman, dengan nomor pendaftaran 
IDM000643594 tanggal 24 Agustus 2017.  
14. GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 45 untuk jenis barang atau jasa : 
jasa hukum jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu, 
dengan nomor pendaftaran IDM000643601 tanggal 31 Agustus 2017.  
15. GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 43 untuk jenis barang atau jasa : 
Jasa penyediaan makanan dan minuman, dengan nomor pendaftaran 
IDM000643587 tanggal 31 Agustus 2017.  
16. GEPREK BENSU dan logo untuk kelas 35 untuk jenis barang atau jasa : 




nomor pendaftaran IDM000643600 tanggal 31 Agustus 2017.  
17. BENSU untuk kelas 35 untuk jenis barang atau jasa : periklanan 
manajemen usaha administrasi usaha fungsi kantor, dengan nomor 
pendaftaran IDM000643604 tanggal 03 April 2018.  
18. BENSU untuk kelas 35 untuk jenis barang atau jasa : periklanan 
manajemen usaha administrasi usaha fungsi kantor, dengan nomor 
pendaftaran IDM000643588 tanggal 03 April 2018.  
19. BENSU untuk kelas 45 untuk jenis barang atau jasa : jasa hukum jasa 
keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu, dengan nomor 
pendaftaran IDM000643528 tanggal 03 April 2018.  
20. GEPREK BENSU untuk kelas 43 untuk jenis barang atau jasa : Jasa 
penyediaan makanan dan minuman, dengan nomor pendaftaran 
IDM000643602 tanggal 03 April 2018.  
21. BENSU untuk kelas 43 untuk jenis barang atau jasa : Jasa penyediaan 
makanan dan minuman, dengan nomor pendaftaran IDM000643595 
tanggal 03 April 2018.  
22. GEPREK BENSU untuk kelas 45 untuk jenis barang atau jasa : jasa 
hukum jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu, dengan 
nomor pendaftaran IDM000643582 tanggal 03 April 2018.  
23. BENSU untuk kelas 29 untuk jenis barang atau jasa : daging, ikan, ungags 
dan binatang buruan sari daging buah-buahan serta sayur-sayuran yang  
diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dan dimasak jeli, sele, saus buah-




dimakan, dengan nomor pendaftaran IDM000645717 tanggal 03 April 
2018.  
24. GEPREK BENSU untuk kelas 29 untuk jenis barang atau jasa : daging, 
ikan, unggas, dan binatang buruan sari daging buah-buahan serta sayur-
sayuran yang  diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dan dimasak jeli, sele, 
saus buah-buahan telur, susu, dan produk susu minyak dan lemak yang 
dapat  dimakan, dengan nomor pendaftaran IDM000643583 tanggal 03 
April 2018.  
25. BENSU NUGGET untuk kelas 29 untuk jenis barang atau jasa : daging, 
ikan, unggas, dan binatang buruan sari daging buah-buahan serta sayur-
sayuran yang  diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dan dimasak jeli, sele, 
saus buah-buahan telur, susu, dan produk susu minyak dan lemak yang 
dapat  dimakan, dengan nomor pendaftaran IDM000645718 tanggal 08 
April 2018.  
26. GEPREK BENSU REAL by Ruben Onsu untuk kelas 29 untuk jenis 
barang atau jasa : daging, ikan, unggas, dan binatang buruan sari daging 
buah-buahan serta sayur-sayuran yang  diawetkan, dibekukan, 
dikeringkan, dan dimasak jeli, sele, saus buah-buahan telur, susu, dan 
produk susu minyak dan lemak yang  dapat  dimakan, dengan nomor 
pendaftaran IDM000643579 tanggal 25 Juni 2018.  
27. GEPREK BENSU REAL by Ruben Onsu untuk kelas 30 untuk jenis 
barang atau jasa : kopi, teh, kakao, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti 




gula, es konsumsi madu, sirup ragi, bubuk untuk membuat roti garam, 
mostar, cuka, saos;remph-rempah es, dengan nomor pendaftaran 
IDM000643580 tanggal 25 Juni 2018.  
28. GEPREK BENSU REAL by Ruben Onsu untuk kelas 35 untuk jenis 
barang atau jasa : periklanan manajemen usaha administrasi usaha fungsi 
kantor, dengan nomor pendaftaran IDM000643598 tanggal 25 Juni 2018.  
29. GEPREK BENSU REAL by Ruben Onsu untuk kelas 43 untuk jenis 
barang atau jasa : Jasa penyediaan makanan dan minuman, dengan nomor 
pendaftaran IDM000643589 tanggal 25 Juni 2018.  
30. GEPREK BENSU REAL by Ruben Onsu untuk kelas 43 untuk jenis 
barang atau jasa Jasa penyediaan makanan dan minuman, dengan nomor 
pendaftaran IDM000643586 tanggal 25 Juni 2018. 
31. BENSU SOSIS by Ruben Onsu untuk kelas 29 untuk jenis barang atau 
jasa : daging, ikan, unggas, dan binatang buruan sari daging buah-buahan 
serta sayur-sayuran yang  diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dan dimasak 
jeli, sele, saus buah-buahan telur, susu, dan produk susu minyak dan lemak 
yang  dapat  dimakan, dengan nomor pendaftaran IDM000643576 tanggal 
31 Juli 2018.  
32. BENSU SOSIS untuk kelas 29 untuk jenis barang atau jasa : daging, ikan, 
unggas, dan binatang buruan sari daging buah-buahan serta sayur-sayuran 
yang  diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dan dimasak jeli, sele, saus 
buah-buahan telur, susu, dan produk susu minyak dan lemak yang  dapat  




33. BENSU NUGGET by Ruben Onsu untuk kelas 29 untuk jenis barang 
atau jasa : daging, ikan, unggas, dan binatang buruan sari daging buah-
buahan serta sayur-sayuran yang  diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dan 
dimasak jeli, sele, saus buah-buahan telur, susu, dan produk susu minyak 
dan lemak yang dapat dimakan, dengan nomor pendaftaran 
IDM000643578 tanggal 31 Juli 2018.  
34. BENSU BAKSO untuk kelas 29 untuk jenis barang atau jasa : daging, 
ikan, unggas, dan binatang buruan sari daging buah-buahan serta sayur-
sayuran yang  diawetkan, dibekukan, dikeringkan, dan dimasak jeli, sele, 
saus buah-buahan telur, susu, dan produk susu minyak dan lemak yang 
dapat dimakan, dengan nomor pendaftaran IDM000643581 tanggal 31 Juli 
2018.  
Namun berdasarkan data dan fakta yang di dapat dari pangkalan data 
kekayaan intelektual direktorat jenderal kekayaan intelektual, ternyata tanpa 
seizin dari Ruben Onsu telah terdaftar merek dengan rincian sebagai berikut :  
1. I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR dan lukisan untuk kelas 43 
untuk jenis barang atau jasa : Jasa penyediaan makanan dan minuman, 
dengan nomor pendaftaran IDM000643531 tanggal 03 Mei 2017.   
Adapun unsur kata dengan arti/ makna yang  dapat  digambarkan, ialah  
a. I AM merupakan asal kata dari bahasa Inggris yang  menunjukkan kepada 
saya, dalam pengucapannya terdengar adanya sedikit persamaan antara I 
AM dengan Ayam.  




ayam yang telah di olah menjadi lauk pauk makanan dengan dipukul-pukul 
hingga hancur bersama bumbu-bumbu olahannya.  
c. BENSU tidak  mempunyai arti atau makna apapun.  
d. SEDEP merupakan salah satu ragam kata slang/ informal dari asal kata 
Sedap yang menggambarkan ungkapan rasa enak pada masakan. 
e. BENER/BENEERRR artinya salah satu ragam kata slang informal dari asal 
kata Benar yang menggambarkan pada sesuatu yang sesuai dengan adanya. 
Ruben Onsu merasa keberatan atas pendaftaran merek yang di daftarkan 
oleh  PT. Ayam Geprek Benny Sudjono yang menggunakan kata BENSU 
dikarenakan ada unsur domain, serta merasa bahwa BENSU identik dengan 
singkatan nama ruBEN onSU.  
Disamping itu, dapat dibuktikan bahwa PT. Ayam Geprek Benny 
Sudjono menggunakan foto Ruben Onsu dalam melakukan promosi produk 
usaha yang dijalankannya dengan mereknya untuk menjadi daya tarik kepada 
konsumen, sehingga menimbulkan informasi yang  menyesatkan kepada 
masyarakat seolah-olah usaha yang dijalankan PT. Ayam Geprek Benny 
Sudjono ialah milik Ruben Onsu.  
 Tak menyerah gugatannya ditolak, Ruben kembali mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada 23 Agustus 2019. 
Dasar Gugatan tersebut penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Bensu dan PT. 
Ayam Geprek Benny Sudjono menggugat balik atas dasar Plagiarisme merek 





Pada 13 Januari 2020, gugatan Ruben Onsu ditolak seluruhnya oleh 
majelis hakim PN Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim justru mengabulkan 
gugatan rekonsepsi PT. Ayam Geprek Benny Sujono.39 Hakim menyatakan 
PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah sah sebagai pemilik dan pemakai 
pertama untuk merek bisnis I Am Geprek Bensu sesuai dengan sistem first to 
file di Indonesia. 
Sebagai pemilik pertama merek, PT. Ayam Geprek Benny Sudjono 
merasa dirugikan sehingga ketika terjadi plagiat tentang merek maka timbul 
sengketa, dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi 
(Pengadilan) dan non-litigasi (Penyelesaian Alternatif).40 Sengketa di dalam 
perkara perdata dapat timbul karena adanya perbedaan penafsiran pada isi 
perjanjian pada salah satu pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi yang 
telah disepakati bersama.41 
Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agnng mengabulkan gugatan 
balasan atau rekonpensi PT. Ayam Geprek Benny Sudjono, untuk sebagian 
sesuai dengan Undang-Undang pasal 35 angka 1 dan angka 2 Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi 
Geografis), hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 
kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak 
tanggal penerimaan. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut 
terdaftar. 
                                                     
        39Setyo Aji Harjanto, MA tolak gugatan ruben onsu atas merek geprek bensu, 
https://kabar24.bisnis.com/read/20200612/16/1251890/ma-tolak-gugatan-ruben-onsu-atas-merek-
geprek-bensu, diakses pada tanggal 29 Maret 2021 Pukul 20.45 WIB 
       40Chandra Gita Dewi, Op.cit, hlm  4 




PT. Ayam Geprek Benny Sudjono merasa dirugikan karena nama 
usahanya dipakai oleh pihak lain yang sebelumnya bekerja sama dengan 
perusahaannya sebagai brand ambassador. Kerugian yang dialami oleh usaha 
I Am Geprek Bensu antara lain masyarakat awam menganggap Geprek Bensu 
adalah cabang dari I Am Geprek Bensu sehingga pelanggan berkurang serta 
diambilnya merek hasil ide usahanya dan sudah disahkan menjadi miliknya 
oleh pihak Ruben Onsu.  
Menurut Undang-Undang pasal 35 angka 1 dan angka 2 Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi 
Geografis) yang menyatakan bahwa merek yang terdaftar mendapat 
perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. PT. Ayam 
Geprek Benny Sudjono telah mengajukan permohonan pendaftaran pada 
tanggal 03 mei 2017 yang mana dalam hal ini usaha I Am Geprek Bensu 
dapat perlindungan atas merek sampai tanggal 03 Mei 2027.  
Selain hal diatas, Indonesia menggunakan sistem first to file yang 
pada dasarnya siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu maka ia 
adalah pemilik sah. Kecuali dapat dibuktikan dengan hal lain yang 
membuktikan bahwa merek tersebut adalah milik orang lain. Dalam hal ini 
PT. Ayam Geprek Benny Sudjono terlebih dulu mendaftarkan hak atas merek 
Bensu daripada Geprek Bensu milik Ruben Onsu sehingga merek tersebut 
adalah sah milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dalam usaha waralaba I 
Am Geprek Bensu. 




pihak karena pihak Ruben Onsu sedang lebih berfokus dengan nasib 
karyawan yang terkena dampak akibat pandemi. Ruben Onsu tidak 
mengambil banyak untung dari bisnis Ayam Geprek Bensu, hanya 
mengambil untung Seribu Rupiah dari setiap porsi menu Geprek Bensu. 
Tujuan Ruben bukan untuk mengambil untung yang banyak akan tetapi lebih 
untuk membuka lapangan pekerjaan. Setiap membuka gerai baru, Ruben 
Onsu selalu mengutamakan penduduk sekitar untuk menjadi karyawan. Kini 
Ruben onsu telah memiliki 135 gerai dengan 6.500 karyawan yang tersebar 
beberapa kota besar di Indonesia bahkan hingga luar negeri. Namun, di 
tengah pandemi Covid-19, Ruben harus merelakan merumahkan dua ribu 
lima ratus karyawan 
2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 
K/Pdt.Sus-HKI/2020 
Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan Perjanjian adalah perbuatan 
seorang atau lebih yang mempersatukan satu orang atau lebih.42 Teori 
kesepakatan mendefinisikan kesepakatan atau kontrak berdasarkan tema 
Subekti ahli suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain 
atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa ini, terjadi 
hubungan yang disebut aliansi antara dua orang. Oleh karena itu, perjanjian 
mengumumkan aliansi antara dua orang yang mengadakan perjanjian. 
Menurut Mariam Daruz Badrulzaman, perbuatan hukum yang menimbulkan 
persekutuan, yaitu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berada 
                                                     




dalam ranah kekayaan yang hak untuk dicapai oleh salah satu pihak dan pihak 
lain harus melakukannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah 
suatu hubungan hukum antara harta milik kedua belah pihak, dimana salah 
satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, 
sedangkan pihak lain berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap kontrak. . 
Menurut Herlin Budiono, kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum 
yang menimbulkan, mengubah, membatalkan hak, atau menimbulkan suatu 
hubungan hukum, sedemikian rupa sehingga akibat hukum dari kontrak atau 
perjanjian tersebut menjadi objek dari kontrak atau perjanjian tersebut. 
Berpesta. Jika perbuatan hukum itu adalah suatu kontrak atau perjanjian, 
maka orang yang melakukan perbuatan hukum itu disebut pihak. Menurut M. 
Yahya Harahap Perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan antara dua 
orang atau lebih yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk 
mencapai prestasi, dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk mencapai 
prestasi. Kesepakatan dapat menimbulkan kompromi dan kemudian dapat 
menimbulkan akibat hukum Akibat hukum adalah akibat hukum dari 
sengketa merek yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum subjek 
hukum terhadap objek hukum, atau akibat lain yang disebabkan oleh 
peristiwa tertentu Hukum telah diakui atau dianggap Akibat Hukum.43 
Secara singkat, sengketa dimulai dari masalah Ruben Onsu merasa 
bahwa merek BENSU yang sudah di daftarkan pertama kali oleh Jessy 
Handalim, yang  kemudian di beli oleh  pihak Ruben Onsu sehingga Ruben 
                                                     





merasa dia yang menjadi pemegang merek tersebut. Ruben Onsu di curangi 
oleh  pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan memakai kata BENSU 
di dalam bisnis yang  dijalankannya dan memiliki kesamaan yang  signifikan 
didalam merek tersebut. Bahwa dari persamaan pokoknya antara merek geprek 
bensu dengan merek bengkel susu milik jessy handalim tidak memiliki 
kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk,cara penempatan,cara penulisan 
atau kombinasi antar unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di 
dalam merek tersebut. 
Kemudian Ruben Onsu melakukan perjanjian yang menimbulkan 
perikatan yaitu menjadi Brand Ambassador dari PT. Ayam Geprek Benny 
Sudjono. Dari tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan 14 Agustus 2017 PT. Ayam 
Geprek Benny Sudjono telah memberikan kompensasi kepada Ruben Onsu 
sehubungan dengan posisinya sebagai Brand Ambssasdor pada 10 (sepuluh) 
cabang (outlet) bisnis makanan merek I Am Geprek Bensu dengan total uang 
enam ratus enam puluh tiga juta rupiah. Jelas bahwa Ruben hanya sebagai 
Brand Ambassador bukan bekerjasama untuk membuka cabang baru dengan 
nama merek dagang lain yang didaftarkan oleh Ruben Onsu. 
Menurut putusan majelis hakim Mahkamah Agung yang berkekuatan 
tetap, Ruben Onsu melanggar pokok dakwaan Pasal 21 angka 1. Jika merek 
dagang tersebut pada prinsipnya atau secara keseluruhan sama dengan merek 
dagang terdaftar milik pihak lain atau permohonan pertama pihak lain untuk 
merek dagang terdaftar untuk barang dan jasa, maka permohonan tersebut 




Merek Ruben Onsu ini mempunyai persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan 
lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di 
maksudkan disini terkait dengan pengertian merek UU pasal 1 angka 1 dimana 
merek yang dipakai oleh Ruben Onsu memiliki kemiripan dengan merek yang 
dipakai oleh PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dari segi logo, penulisan 
merek, bunyi merek,warna merek dan tata letak penulisan Geprek Bensu milik 
Ruben Onsu. 
Mengenai Majelis Hakim yang menyatakan PT. Ayam Geprek Benny 
Sudjono adalah sah sebagai pemilik dan pemakai pertama untuk merek bisnis I 
Am Geprek Bensu sesuai dengan sistem first to file di Indonesia di perkuat 
oleh pasal 1 ayat 5 jo pasal 3 uu nomor 20 tahun 2016 Hak eksklusif yang 
diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. 
Pengaturan mengenai Merek diatur di dalam Undang-Undang No 20 
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sistem pendaftaran merek 
di Indonesia sendiri memakai sistem pendaftaran Konstitutif di mana 
pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek . 
Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada 
pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan 
diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang 
lain. Jika dianalisis terhadap putusan tersebut, dipandang dari asas pendaftaran 
merek, yaitu first to file yang artinya pihak yang lebih dulu mendaftarkan 




Majelis Hakim menilai pendaftaran Direktorat Jenderal HKI kelas 43 
yang sudah didaftarkan bahwa PT. Ayam Geprek Benny Sujono adalah 
pendaftar dan pemilik Merek itu dahulu dan tidak ada unsur untuk meniru 
merek dari Ruben Onsu. 
Konsep perlindungan hukum terhadap merek tersebut mengacu pada 
sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive). Hak khusus tersebut bersifat 
monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa 
adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak 
khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tanpa adanya izin 
dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai 
sanksi tertentu44. 
Hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. 
Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang 
sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali dapat dibuktikan 
lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan 
dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran 
merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama 
terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. 
Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam UU 
Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar mutlak diberikan oleh 
pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin 
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kepastian hukum bagi para pemilik merek terdaftar pertama. 
Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing 
atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang 
terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang 
bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut:  
a. perlindungan hukum preventif Perlindungan hukum yang bersifat 
preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek 
terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 
sepuluh (l0) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan 
pendaftaran merek (filling date) yang bersangkutan. 
b. perlindungan hukum represif Perlindungan hukum yang bersifat 
represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui 
gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek 
terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas 
merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian 
semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek 
tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui 
aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak 
untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek 
terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara 
tanpa hak. Konsep perlindungan hukum terhadap merek tersebut 
mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (exclusive).  




Pasal 35  ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa merek yang terdaftar 
mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan. 
Dalam hal ini PT. Ayam Geprek Benny Sudjono telah mengajukan 
permohonan pendaftaran pada tanggal 03 mei 2017 yang mana dapat 
perlindungan atas merek sampai tanggal 03 mei 2027 Untuk PT ayam geprek 
Benny Sudjono di perkuat dengan adanya Asas Prior intempora mellior injure 
pendaftar pertama sangat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, 
menurut salah satu ahli hukum yaitu Satjipto Raharjo asas hukum berlaku 
sebagai jantung dari hukum yang ada.  
Jangka waktu perlindungan merek sendiri dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan perpanjangan atas 
perlindungan merek tersebut secara elektronik dalam bahasa Indonesia oleh 
pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum 
berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan 
dikenakan biaya. 
Mengenai pasal 21 angka 3 Pengajuan permohonan di tolak karena 
memiliki itikad tidak baik. Dalam hal ini Majelis hakim memiliki penilaian 
terkait dengan pendaftaran merek Geprek Bensu milik Ruben Onsu sebagai 
berikut: 
1. Ruben Onsu dengan sengaja mengajak satu karyawan dari PT 
ayam Geprek Benny Sudjono untuk di pekerjakan di gerai ayam 
geprek miliknya. 




Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu ingin membonceng dan 
merampas merek yang dimiliki oleh PT. Ayam Geprek Benny 
Sudjono.  
3. Ruben Onsu harusnya lebih sadar dengan posisinya hanya sebagai 
brand ambassador bukan melakukan perjanjian jual beli hak atas 
merek ayam geprek. 
Mengenai putusan majelis hakim memerintahkan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal 
Hak Dan Kekayaan Intelektual serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 
untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Onsu dengan 
Penghapusan merek terdaftar milik Ruben Onsu terutama di kelas 43, dapat 
diajukan oleh pemilik merek PT. Ayam Geprek Benny Sudjono kepada 
Menteri (Ditjen HKI). 
 Penghapusan tersebut dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui 
kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa yang 
sejenis. Jika merek tersebut masih terikat dengan perjanjian lisensi, 
penghapusan merek hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui 
secara tertulis oleh penerima lisensi. Akan tetapi, ketentuan tersebut dapat 
dikecualikan jika penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk 
mengesampingkan adanya persetujuan tersebut dalam perjanjiannya. 
Mengenai penghapusan Merek terdaftar juga dapat dilakukan atas 
prakarsa sesuai dengan Pasal 91 angka 1 Undang-Undang 20 Tahun 2016 




Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan setelah Menteri 
menerima salinan resmi keputusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang 
berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan 
merek dengan kesamaan secara keseluruhan atau pokoknya atau larangan 
serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghapusan 
Merek terdaftar karena pihak ketiga dicatat dan diumumkan dalam Berita 
Resmi Merek. 
Dasar Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tadi dalam hal 
ini DJKI berwenang untuk melakukan penghapusan merek terdaftar tetapi 
dengan alasan penghapusannya harus berdasarkan hal yang telah disebutkan 
sebelumya. Merek dagang Geprek yang didaftarkan Ruben Onsu menyerupai 
merek dari PT Ayam Geprek Benny Sudjono, maka sertifikat pendaftaran 
dengan enam nama Geprek Bensu milik Ruben Onsu dibatalkan 
Berdasarkan kasasi tanggal 20 Mei 2020 yang diterima majelis hakim 
dengan bukti bukti yang diajukan oleh PT. Ayam Geprek Benny Sudjono, 
majelis hakim memutuskan menolak gugatan yang di ajukan oleh Ruben Onsu 
dan Menerima Gugatan balik dari pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono 
memperkuat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 
register 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst pada tanggal 23 Agustus 
2019. 




memperkuat putusan dan memiliki kekuatan tetap dengan putusan tetap 
Putusan Mahkamah Agung nomor 575/K/Pdt.Sus-HKI /2020. Pada tanggal 
20 Mei 2020 Majelis hakim menyatakan permohonan pendaftaran enam 
merek dagang Geprek Bensu yang sebelumnya diajukan Ruben Onsu 
dibatalkan. Hakim juga menyatakan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sudjono 
merupakan pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek I Am Geprek 
Bensu.  
Memperhatikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 
Majelis hakim memutuskan dan mengadili dengan meolak gugatan tingkat 
kasasi diajukan oleh Ruben Onsu dan menerima gugatan balik diajukan oleh 
pihak PT Ayam Geprek Benny Sudjono.  
Jadi akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh geprek 
bensu Ruben Onsu kepada I Am Geprek Bensu PT Ayam Geprek Benny 
Sudjono, Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang 
dilakukan yaitu Ruben Onsu atas pemakai nama merek Geprek Bensu yang 
sebelumnya telah didaftarkan terdahulu oleh PT. Ayam Geprek Benny 
Sudjono dan Majelis Hakim Agung juga menghukum Ruben Onsu untuk 




tersebut mengakibatkan di batalkan dan di hapuskan enam merek yang 








Berdasarkan keseluruhan uraian teoretis dan temuan lapangan skripsi 
ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penyelesaian Sengketa Merek I Am Geprek Bensu Dalam Perspektif 
Perlindungan Hak Merek 
Penyelesaian sengketa brand I Am Geprek Bensu tidak ada upaya 
mediasi sebelumnya melainkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur 
litigasi dengan gugatan penghentian nama merek usaha. Di sini, Ruben 
Onsu menggugat batalkan pendaftaran merek I Am Geprek Bensu seperti 
Geprek Bensu miliknya. PT Benny Sudjono mengajukan gugatan balik 
terkait plagiarisme merek dagang, Akhirnya penetapan mahkamah agung 
dalam perkara nomor 575 k/pdt.sus.hki/2020 telah diputus, dan berdasarkan 
pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah diajukan kasasi 
bahwa putusan hakim menyetujui gugatan balik dari PT ayam geprek Benny 




undangundang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. 
Berdasarkan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 575 
k/pdt.sus.hki/2020 merek I Am Geprek Bensu adalah milik PT ayam geprek 
Benny Sudjono sebagai pemilik sah pertama. 
2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 
575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 
Pejanjian kerja yang berakhir dengan melawan hukum dari salah satu 
pihak menimbulkan mengakibatkan hukum dari penetapan mahkamah 
agung yang berkekuatan tetap dapat dikatakan adil. Yaitu Benny Sudjono 
yang merupakan pemilik merek yang sah dan memberikan perlindungan 
merek sampai 08 Agustus 2027 yang merupakan hak dari gerai i am geprek 
bensu serta mencabut beberapa pendaftaran merek kelas 43 sertifikat milik 
Ruben Onsu yaitu 6 sertifikat yang terdaftar dan memberikan sanksi denda 
perkara di tingkat mahkamah agung dengan sejumlah uang sebesar lima 
jutah rupiah. 
B. Saran 
Sesuai dengan kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan, 
selanjutnya peneliti untuk memberikan saran mengenai hal sebagai berikut: 
1. Untuk siapapun pelaku usaha yang ingin mendaftarkan merk usahanya 
selain memahami undang-undang yang berlaku, juga harus menganalisa 
apakah nama tersebut sudah ada di pasar penjualan. Sehingga kedepan 




merugikan satu pihak yang lain maupun untuk kedua pihak yang 
bersengketa.  
2. Lembaga–lembaga yang berkewenangan mengatasi permasaahan tersebut 
mempunyai independensi yang tinggi. Oleh karena itu kedepan ketika ada 
kasus pelanggaran hak merk lembaga-lembaga yang berwenang harus lebih 
cermat dan tetap menjaga independensinya ketika melaksanakan tugasnya.  
3. Penulis menyarahkan agar undangundang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang 
Merek dan Indikasi Geografis diperkuat dngan penetapan pemerintah 
lainnya agar sehubungan dengan merek yang telah menjadi milik umum dan 
yang kriteria pengukurannya dapat diukur dan mengikat bagi setiap orang 
dalam pengertian merek, maka yang pertama mendaftarkan mereknya 
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